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KEPUTUSAN
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 04/KPPU/KEP/1/2010

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Menimbang . bahwa sebagai pelaksanaan Keputusaid@&meRl Nomor 75 Tahun
1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usahaaeizam telah
diubah dengan Peraturan Presiden Rl Nomor 80 TaR08 tentang
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tah@f féhtang
Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan dalam rangkangkatkan
dukungan teknis dan administrasi Komisi Pengawasaitgan Usaha,
dipandang perlu untuk menetapkan Organisasi dara Trja

Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Mengingat . 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 199%aten Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembbiegara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahamhagan
Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

2. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang $iomi

Pengawas Persaingan Usaha;

3. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2006 TanggBkes2mber
2006;
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4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentandh&ean Atas
Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang #omi

Pengawas Persaingan Usaha;

5. Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Repuotbkesia
Nomor O05/KEP/KPPU/I/2009 tentang Pengangkatan Ketaa
Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Reidaduari
2009-Januari 2010.

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Komisi tahggeDesember 2009.

MEMUTUSKAN:
Menetapkan . KEPUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN
USAHA REPUBLIK INDONESIA.

BAB |
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1
(1) Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usalpuliik Indonesia yang untuk selanjutnya
disebut Sekretariat Komisi adalah unsur penunjaetancaran pelaksanaan tugas dan
wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha yanign daénjalankan tugas dan fungsinya
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Komisi.
(2) Struktur organisasi Sekretariat Komisi sebagaia terlampir dalam Keputusan Komisi ini

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KegauttiKomisi ini.

Pasal 2
(1) Sekretariat Komisi dipimpin oleh seorang Sekretaeisderal.
(2) Sekretaris Jenderal berada di bawah dan bertangguety langsung kepada Komisi, melalui
Ketua dan Wakil Ketua Komisi.



Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggadkkungan teknis dan administratif kepada

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indanesia

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud d&lasal

menyelenggarakan fungsi:

a.

- o 2 0 T

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pearanengendalian dan evaluasi seluruh

kegiatan teknis operasional dan

pelaksanaan pencegahan dan penegakan hukum parsasaha;
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Pasal 3

Pasal 4

administratifrijkiungan Sekretariat Komisi;

pelaksanaan kajian dan harmonisasi kebijakan peyaaj

pelaksanaan bantuan hukum, hubungan kelembagaaddakasi;
pembinaan dan pengelolaan sumberdaya manusia,de@uasarana dan prasarana;
pembinaan dan pengembangan kelembagaan, tata k&fjam dan teknologi informasi,

program kerja dan administrasi seluruh unit orgssiidi lingkungan Sekretariat Komisi.

ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI

Sekretariat Komisi terdiri dari:

7 Q
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BAB I1

Bagian Pertama
Susunan Organisas
Pasal 5

Biro Perencanaan dan Keuangan;

Biro Administrasi;

Biro Humas dan Hukum;
Biro Investigasi;

Biro Penindakan;

Biro Merger;

Biro Kebijakan;

Biro Pengkajian;

Biro Pengendali Internal;
Kelompok Jabatan Fungsional;
Kantor Perwakilan Daerah;
Staf Ahli Komisi;

m. Kelompok Kerja Komisi.

3, Sekretariat Jenderal
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Bagian Kedua
Biro Perencanaan dan Keuangan

Pasal 6

Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas saekakan koordinasi penyusunan rencana
dan program, pembinaan dan pengelolaan admini&gasingan, serta inventarisasi kekayaan milik

negara, serta evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 7
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud &alsah 6, Biro Perencanaan dan Keuangan
menyelenggarakan fungsi:
penyiapan, penyusunan rencana, dan program;
penyiapan, penyusunan rencana dan program kerjdsdaasasektoral;
pelaksanaan bimbingan, evaluasi dan pelaporangaeiakn anggaran;
pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan dan pexigelksrugian negara;

pelaksanaan verifikasi anggaran;

-~ ® a0 T p

pelaksanaan akuntansi, inventarisasi kekayaan melijara dan penghapusan;

pelaksanaan urusan rumah tangga dan tata usaha Biro

Q

Pasal 8
Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri dari;
a. Bagian Perencanaan dan Program;
b. Bagian Evaluasi dan Pelaporan Program;
c. Bagian Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran;
d. Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
e

Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 9
Bagian Perencanaan dan Program mempunyai tugaksaeékan penyiapan koordinasi dan

penyusunan rencana dan program.

Pasal 10
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud daémal 9, Bagian Perencanaan dan
Program menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan dan penyusunan rencana dan program jaegkizk dan jangka panjang KPPU,;
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b. penyiapan dan penyusunan anggaran bantuan dasdmgduar negeri;

C. penyiapan dan penyusunan rencana anggaran dafaldeRRU.

Pasal 11
Bagian Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyastogelaksanakan penyiapan dan koordinasi

penyusunan evaluasi pelaksanaan program dan patapor

Pasal 12
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud @asah 11, Bagian Evaluasi dan Pelaporan
Program menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan dan koordinasi serta evaluasi pelaksammagram dan penyusunan laporan
pelaksanaan program;
b. evaluasi pelaksanaan anggaran bantuan dan kerjasanmeegeri;

c. evaluasi dan penyusunan laporan program.

Pasal 13
Bagian Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran mempuogas melaksanakan verifikasi anggaran,
penyusunan petunjuk dan pedoman teknis pelaksamaggaran, pemantauan, evaluasi, revisi,

realisasi anggaran dan pelaporan pelaksanaan amggar

Pasal 14
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud @asah 13, Bagian Evaluasi dan Pelaporan
Program menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan verifikasi anggaran KPPU;
b. penyusunan pedoman teknis pelaksanaan anggaran;
c. pelaksanaan, bimbingan, pemantauan, evaluasi,i,regaisasi dan pelaporan pelaksanaan

anggaran.

Pasal 15
Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempuuagastmelaksanakan akuntansi dan neraca,
inventarisasi dan administrasi pemanfaatan, pengfaap kekayaan milik negara, penyusunan

laporan keuangan.
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Pasal 16
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud daksal 15, Bagian Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
a. pengolahan data akuntansi dan neraca keuangan;
b. pelaksanaan inventarisasi kekayaan milik negara;
c. pelaksanaan pemanfaatan dan penghapusan kekaydanegara;

d. penyusunan laporan keuangan.

Pasal 17

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanalisan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Bagian Ketiga
Biro Administrasi
Pasal 18
Biro Administrasi mempunyai tugas melaksanakan peasm administrasi, pengembangan dan
pengelolaan Sumberdaya Manusia, pengembangan degelplaan organisasi dan tatalaksana,
sistem dan prosedur, ketatausahaan, perlengkagaoméhtanggaan, dan pengamanan, serta

koordinasi tata usaha pimpinan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud d&asal 18, Biro Administrasi

menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan, pengembangan dan pelaksanaan progmamenigana operasional kerja baik
jangka pendek maupun jangka panjang;

b. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengembaaigaadministrasi seluruh unit organisasi
Biro dan Komisi;
pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan Sumbg&tdayaia;

d. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan kelembagaa

e. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketataysalsiam kearsipan, perlengkapan,
kerumahtanggaan dan pengamanan;

f. pelaksanaan urusan rumah tangga dan tata usaha Biro



Pasal 20
Biro Administrasi terdiri dari:
Bagian Umum

Bagian Organisasi dan Tatalaksana;

a.
b
c. Bagian Pembinaan Sumberdaya Manusia;
d. Bagian Pengembangan dan Diklat Sumberdaya Manusia,
e. Bagian Tata Usaha Pimpinan;

f.

Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 21
Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan ketataasalkerumahtanggaan, keamanan,

pemeliharaan dan pengelolaan gedung, perlengkdparperalatan.

Pasal 22
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dd&asal 21, Bagian Umum
menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan, pengembangan dan pelaksanaan progmmedeana operasional kerja dan
administrasi baik jangka pendek maupun jangka panja
b. pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporanrgrmgtugas dan administrasi umum dan
perlengkapan;
pengelolaan pergudangan, dokumentasi, dan keaysipan
pengelolaan barang milik negara dan persediaan;
penyusunan administrasi perkantoran, tata naskets diata persuratan, sistem dan prosedur;

-~ ® o o

perencanaan kebutuhan peralatan dan perlengkaptor;ka

pelaksanaan urusan pengadaan barang dan jasa,

= «Q

pelaksanaan urusan angkutan, pemeliharaan dangtaraltendaraan dinas;

pelaksanaan urusan perjalanan dinas;

Pasal 23
Bagian Umum terdiri dari:
a. Subbagian Perlengkapan;

b. Subbagian Rumah Tangga;



Pasal 24
Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksaraagelolaan pergudangan, dokumen,
arsip, perlengkapan dan peralatan kantor, barahiymegara, serta pengadaan barang dan jasa.

Pasal 25
Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksapeakagliharaan kendaraan dinas, urusan
dalam dan keamanan, pengelolaan kebersihan gedantprk pengelolaan ruang rapat dan
persidangan, perparkiran, perjalanan dinas, selgkdmunikasi dan kelistrikan.

Pasal 26
Bagian Organisasi dan Tatalaksana mempunyai tugdesksanakan evaluasi, pengembangan dan
penyempurnaan organisasi, ketatalaksanaan, perguslan pengembangan sistem dan prosedur,

tata naskah dinas dan administrasi, penyusunapetayembangan sistem informasi jabatan.

Pasal 27
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud daksal 26, Bagian Organisasi dan
Tatalaksana menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan, pengembangan dan pelaksanaan progmamedeana operasional kerja dan
administrasi baik jangka pendek maupun jangka panja
analisis dan penyusunan penyempurnaan organisasi;
penyusunan dan pengembangan sistem informasi fgbata

penyusunan dan pengembangan sistem dan prosaduraskah dinas dan administrasi;

® 2 o o

penyusunan tatalaksana, pembakuan sarana kergnéhsis jabatan.

Pasal 28
Bagian Pembinaan Sumberdaya Manusia mempunyai tugglaksanakan perencanaan dan
pengelolaan administrasi kepegawaian, perencanaarpenyusunan kebutuhan pegawai, sistem
penilaian kinerja, sistem penggajian dan kesejabhter perawatan kesehatan pegawai, sistem

pengangkatan/pemberhentian dan administrasi pensiun

Pasal 29
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Balsah 28, Bagian Pembinaan Sumberdaya

Manusia menyelenggarakan fungsi:
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penyusunan, pengembangan dan pelaksanaan progmanmedeana operasional kerja dan

administrasi baik jangka pendek maupun jangka pagnja

pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporanrgmmgugas dan administrasi pengelolaan
Sumberdaya Manusia,

penyusunan rencana kebutuhan pegawai SekretanmaisKbaik jangka pendek maupun jangka
panjang;

penyusunan dan pengembangan jalur karir, sistefasimian promosi;

penyusunan, pelaksanaan dan pengembangan sistdaigoekinerja, sistem penggajian dan

kesejahteraan, sistem perawatan kesehatan pegawasistem pengangkatan/pemberhentian
pegawai/pejabat serta administrasi pensiun pegawai;

penyusunan dan pelaksanaan peraturan kepegawaian.

Pasal 30

Bagian Pengembangan dan Diklat Sumberdaya Manusapomyai tugas melaksanakan

pengembangan pegawai melalui pendidikan dan pefatgegawai, menyiapkan bahan analisis

kebutuhan diklat dan penyusunan silabus.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dRdaal 30, Bagian Pengembangan dan

Diklat Sumberdaya Manusia menyelenggarakan fungsi:

C.

penyusunan, pengembangan dan pelaksanaan progmanmedeana operasional kerja dan
administrasi baik jangka pendek maupun jangka pagnja

penyusunan silabus dan kebutuhan pendidikan daiihet;

melaksanakan pendidikan dan pelatihan profesi dajepjangan;

pengembangan tenaga kependidikan dan pelatihdemsan tata cara penyelenggaraan dan
pelatihan;

kerjasama pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 32

Bagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melakaarurusan administrasi surat menyurat,

kearsipan, keprotokolan dan rumah tangga Ketua KipiMakil Ketua Komisi, Anggota Komisi.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ®aaat 32, Bagian Tata Usaha Pimpinan

menyelenggarakan fungsi:
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a. penyusunan, pengembangan dan pelaksanaan progmmedeana operasional kerja dan
administrasi jangka pendek dan jangka panjang;

b. pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporarrgmggugas dan administrasi pengelolaan
Tata Usaha Pimpinan;

c. pelaksanaan urusan administrasi persuratan darsipaarKetua Komisi dan Wakil Ketua
Komisi;

d. pelaksanaan urusan keprotokolan Komisi;

e. pelaksanaan urusan rapat-rapat Komisi;

f. pelaksanaan urusan rumah tangga Komisi;

g. pelaksanaan urusan perjalanan dinas Komisi.

Pasal 34
Bagian Tata Usaha Pimpinan terdiri dari:
a. Subbagian Keprotokolan;
b. Subbagian Administrasi;

Pasal 35

Subbagian Keprotokolan mempunyai tugas melaksangemyusunan jadwal dan pengaturan

keprotokolan Anggota Komisi dalam acara kedinasan.

Pasal 36
Subbagian Administrasi mempunyai tugas melaksanakasan administrasi perjalanan dinas,

pengurusan paspor dan visa, kearsipan dan rumggaatomisi.

Pasal 37

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanalisan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Bagian Keempat

Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum

Pasal 38
Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum mempunyai tugekksanakan sosialisasi dan advokasi,
hubungan dengan masyarakat dan media massa, kesjdsglembagaan baik nasional maupun
internasional, publikasi dan perpustakaan, peng@hotan pengembangan teknologi informasi, dan

pembinaan hukum.
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Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Balsah 38, Biro Hubungan Masyarakat dan

Hukum, menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan, pelaksanaan, dan pengembangan progmamedcana operasional kerja baik
jangka pendek maupun jangka panjang;

b. pelaksanaan koordinasi program, tugas dan adnasiseluruh unit organisasi Biro;

c. penyusunan, pelaksanaan, dan pengembangan sasiaisategi advokasi, dan konsultasi di
bidang persaingan usaha;

d. penyusunan, pelaksanaan, dan pengembangan kerjdsagan lembaga di dalam dan di luar
negeri;

e. penyusunan, pengelolaan, dan pengembangan dapablizkasi;

f. penyusunan, pengelolaan, dan pengembangan sidemasi dan teknologi;

g. penyusunan, pelaksanaan, dan pengembangan tatelaksdantuan hukum internal dagal
drafting;

h. pelaksanaan urusan rumah tangga dan tata usaha Biro

Pasal 40
Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum, terdiri dari:
Bagian Advokasi;
Bagian Kerjasama Kelembagaan dan Publikasi;

a
b
c. Bagian Kerjasama Luar Negeri;
d. Bagian Teknologi Informasi;

e. Bagian Hukum;

f.

Subbagian Tata Usaha.

Pasal 41
Bagian Advokasi mempunyai tugas menyusun, melaksanadan mengembangkan strategi
komunikasi, sosialisasi dan melaksanakan advokisinilai persaingan sehat kepada masyarakat,

lembaga pemerintah, lembaga non-pemerintah maugakipusaha, serta memberikan konsultasi.

Pasal 42
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud d#&asal 41 Bagian Advokasi
menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan, pelaksanaan, dan pengembangan progmamedcana operasional kerja dan
administrasi baik jangka pendek maupun jangka panja
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b. pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporanrgmgtugas dan administrasi kegiatan
advokasi;

c. perumusan teknis operasional dan pelaksanaanisasiakonsultasi, dan advokasi baik kepada
masyarakat luas maupun lembaga pemerintah daneraefmtah serta pelaku usaha;

d. pengelolaan hubungan dengan media massa dan magyarduk mendukung pelaksanaan
advokasi;

e. penyiapan berbagai dokumen permintaan advokasiugrobukum Komisi, hasil analisis, kajian
dan monitoring untuk disampaikan kepada pihak terka

f. pelaksanan pengarsipan dokumen yang berkaitan dgedgksanaan sosialisasi dan advokasi;

Pasal 43
Bagian Kerjasama Kelembagaan dan Publikasi mempurtygas melaksanakan dan
mengembangkan hubungan kelembagaan dengan Pelmerimbaga Tertinggi dan Tinggi
Negara, Lembaga Negara non Pemerintah, dan kelemabaginnya, melaksanakan publikasi,

serta pengembangan sistem dan pengelolaan perpaistak

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud d&asal 43, Bagian Kerjasama

Kelembagaan dan Publikasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan, pengembangan dan pelaksanaan progmamedeana operasional kerja dan
administrasi baik jangka pendek maupun jangka panja

b. perencanaan dan pengelolaan mekanisme kerja sat@alembaga Pemerintah, Lembaga
Tertinggi dan Tinggi Negara, dan Lembaga Negara Remerintah, serta lembaga lainnya,;

c. pengembangan sistem, pengelolaan, dan pelaksanddikagi, dan dokumentasi kerjasama
kelembagaan;

d. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pengemasgimagsn, dan penyampaian informasi
untuk keperluan publikasi yang berkaitan denganl hpdaksanaan tugas dan wewenang
Komisi;

e. penyusunan dan pendokumentasian siaran (peess release), putusan dan bahan publikasi
lainnya;

f. pengembangan sistem dan pelaksanaan pengelolapusiadaan, serta diseminasi koleksi
perpustakaan;
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Pasal 45
Bagian Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas mafekdsan, dan mengembangkan hubungan
kerjasama timbal balik antar KPPU dengan lembagsapegan usaha di luar negeri, dan lembaga

internasional lainnya di luar negeri.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud &asah 45, Bagian Kerjasama Luar Negeri

menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan, pengembangan dan pelaksanaan progmammedeana operasional kerja dan
administrasi baik jangka pendek maupun jangka pagnja

b. melakukan komunikasi, advokasi, dan koordinasi dengmbaga persaingan usaha di luar
negeri dan lembaga internasional lainnya;

c. melakukan koordinasi pengumpulan data dan penyuslappran untuk kegiatan kerjasama
lembaga internasional;

d. melakukan koordinasi dalam melaksanakan kegiatamiasional di Indonesia,

e. menyusun proposal, koordinasi, dan melaksanakagrgro bantuan teknis dengan lembaga
internasional;

f. melakukan evaluasi dan pengembangan bantuan iaekenisasional,

g. melakukan koordinasi dengan pemerintah terkaitigypaisi keanggotaan atau komitmen
Indonesia dalam organisasi internasional;

h. menyusun dan mengembangldatabase hukum dan lembaga persaingan internasional;

i. melakukan diseminasi perkembangan dan laporan meleasi hukum dan kebijakan
persaingan internasional;

J. pengelolaan dokumentasi kegiatan kerjasama interras

Pasal 47

Bagian Teknologi Informasi mempunyai tugas membangian mengembangkan teknologi
informasi KPPU, pengelolaan, pemeliharaan, dan gmbgngan basis data, melaksanakan
pengumpulan dan pengolahan bahan, penyajian infdrnad@n pendokumentasian hasil kerja
KPPU.

Pasal 48
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ddaai 47, Bagian Teknologi Informasi

menyelenggarakan fungsi:
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a. penyusunan, pengembangan dan pelaksanaan progmammedeana operasional kerja dan
administrasi baik jangka pendek maupun jangka panja

b. pembinaan, pengembangan, dan pengelolaan jariragatekinologi dan sistem informasi;

c. pelaksanaan, pemeliharaan, dan pengembangan patrdeghs dan jaringan, serta sarana dan
prasarana teknologi dan sistem informasi;

d. pelaksanaan bantualT (support) penggunaan teknologi dan informasi di Komisi;

e. pelaksanaan pengarsipan dokumen yang berkaitamuddrgil kegiatan bagian.

Pasal 49

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan anal&isbantuanlegal drafting penyusunan
peraturan perundang-undangan internal KPPU, kasuldan bantuan hukum internal,

dokumentasi dan informasi hukum, serta ketatalaaan

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dd&asal 49, Bagian Hukum
menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan, pengembangan dan pelaksanaan progmammedeana operasional kerja dan
administrasi baik jangka pendek maupun jangka panja

penyusunan dan pengembangan berbagai peraturamainte

evaluasi dan konsultalagal drafting produk peraturan perundang-undangan Kgmisi

evaluasi dan memberikan pendapat atau rekomendasi@ntrak hukum internal;

bantuan dan konsultasi hukum terkait perselisihdeuim antara KPPU dengan pihak eksternal;

-~ o o o0 T

fasilitasi dan koordinasi penyusunan dan pengendapgdoman UU No. 5/1999;

pelaksanaan urusan dokumentasi dan informasi hukum;

Q

Pasal 51
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanalisan tata usaha dan rumah tangga Biro.
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Bagian Kelima
Biro Investigas
Pasal 52

Biro Investigasi mempunyai tugas melaksanakan gemeban klarifikasi laporan, monitoring dan
pengawasan pelaku usaha, penyelidikan yang benkaitegan dugaan pelanggaran terhadap

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan penyusunambaerkara inisiatif.

Pasal 53
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud d&asal 52, Biro Investigasi
menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan, pengembangan dan pelaksanaan progmammexeana operasional kerja baik

jangka pendek maupun jangka panjang;

b. pelaksanaan koordinasi program, tugas dan adnasiseluruh unit organisasi Biro Investigasi;
c. pelaksanaan penelitian dan penanganan laporaa,m#ryusunan bahan perkara inisiatif;

d. pelaksanaan klarifikasi penanganan perkara;

e. pelaksanaan penyelidikan terhadap dugaan pelanggara

f. pelaksanaan monitoring dan pengawasan pelaku usaha;

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program, tumg@asadministrasi seluruh unit organisasi

Biro Investigasi.

h. pelaksanaan urusan rumah tangga dan tata usaha Biro

Pasal 54
Biro Investigasi terdiri dari:
a. Bagian Perkara Inisiatif;
b. Bagian Klarifikasi Laporan;
c. Bagian Penyelidikan;
d. Bagian Monitoring dan Pengawasan,;
e. Sub Bagian Tata Usaha.
Pasal 55

Bagian Perkara Inisiatif mempunyai tugas melaksanalpenelitian, analisis hasil laporan
monitoring, hasil kajian atas dugaan adanya pekaaggUU No. 5 Tahun 1999, serta sumber-

sumber lainnya. menganalisa dan menyusun perkigratih
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Pasal 56
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dRémal 55, Bagian Perkara Inisiatif
menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan, pengembangan dan pelaksanaan progmmedeana operasional kerja dan
administrasi baik jangka pendek maupun jangka panja
b. pelaksanaan penelitian dokumen dan analisis hgsidran monitoring, kajian, dan sumber-
sumber lainnya;

c. penyusunan laporan hasil penelitian dan rekomemaakara inisiatif Komisi.

Pasal 57
Bagian Klarifikasi Laporan mempunyai tugas melak&am analisis laporan dari masyarakat atas
dugaan adanya pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 koka&a penelitian dokumen, Klarifikasi

kepada para pihak, dan menyusun laporan dan reidasiehasil klarifikasi.

Pasal 58
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ddsal 57, Bagian Klarifikasi Laporan
menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan, pengembangan dan pelaksanaan progmmedeana operasional kerja dan
administrasi baik jangka pendek maupun jangka panja
pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporamgrgdgugas dan administrasi pemberkasan;
pelaksanaan penelitian dan penilaian kejelasakelengkapan dokumen laporan masyarakat;

pelaksanaan Klarifikasi laporan;

® oo o

penyusunan laporan hasil klarifikasi dan rekomengkara kepada Komisi.

Pasal 59
Bagian Penyelidikan mempunyai tugas melaksanakagefidikan atas dugaan pelanggaran UU
No. 5 Tahun 1999.

Pasal 60
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dR&sal 59, Bagian Penyelidikan
menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan, pengembangan dan pelaksanaan progmamedeana operasional kerja dan

administrasi baik jangka pendek maupun jangka panja

b. pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporangrgdgugas dan administrasi penyelidikan;
c. perencanaan dan koordinasi kegiatan penyelidiktwkunendapatkan tambahan alat bukti dan

keterangan;
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d. pengumpulan dan analisis dokumen dan keterangdrpkagelidikan;

e. penyusunan laporan hasil penyelidikan dan rekonsmaakara.

Pasal 61
Bagian Monitoring dan Pengawasan mempunyai tugdaksenakan koordinasi dan pelaksanaan
monitoring dan pengawasan perilaku pelaku usahg giauga melakukan pelanggaran UU No. 5
Tahun 1999.

Pasal 62
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud daémal 61, Bagian Monitoring dan
Pengawasan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan, pengembangan dan pelaksanaan prognanredeana operasional kerja dan
administrasi baik jangka pendek maupun jangka pagnja
b. pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporanrgrggtugas dan administrasi pelaksanaan
monitoring pelaku usaha;
koordinasi dan pelaksanaan monitoring perilaku &iagi pelaku usaha;
. pengumpulan dan pengolahan data atau keterangamigaitoring;

. analisis dan interpretasi hasil pengolahan datta sekomendasi hasil analisis.

- 0 o o

penyusunan laporan atau resume serta rekomendsdlsinoaitoring;
. pendokumentasian alat bukti hasil monitoring.

(o]

Pasal 63
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanalisan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Bagian Keenam
Biro Penindakan
Pasal 64

Biro Penindakan mempunyai tugas melaksanakan pkaedaukum, pemberkasan, penanganan

persidangan Majelis, dan urusan tata usaha Biro.

Pasal 65
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud d#&asal 64, Biro Penindakan

menyelenggarakan fungsi:
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a. penyusunan, pengembangan dan pelaksanaan progmmedeana operasional kerja dan

administrasi baik jangka pendek maupun jangka pagnja

b. penilaian dan penelitian kejelasan dan kelengkapaome laporan dan resume monitoring
pelaku usaha;

c. penyusunan pemberkasan atas resume laporan dameresanitoring pelaku usaha;

d. pelaksanaan gelar laporan;

e. pelaksanaan administrasi dan koordinasi penangaeskara dengan Komisi, Kelompok

Jabatan Fungsional Investigator dan Panitera;

f. melaksanakan urusan rumah tangga dan tata usaha Bir

Pasal 66
Biro Penindakan terdiri dari:
. Bagian Pemberkasan,;

. Bagian Persidangan Majelis;

a
b
c. Bagian Kepaniteraan;
d. Bagian Litigasi;

e. Bagian Eksekusi;

f.

Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 67
Bagian Pemberkasan mempunyai tugas melaksanakbsisan@enyusunan, dan pemberkasan atas

dugaan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999.

Pasal 68

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dBsal 67, Bagian Pemberkasan

menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan, pengembangan dan pelaksanaan progmmedeana operasional kerja dan
administrasi baik jangka pendek maupun jangka panja

b. pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporanrgrggadministrasi dan pelaksanaan
pemberkasan;

c. penilaian dan penelitian kejelasan dan kelengkapaome laporan dan resume monitoring
pelaku usaha;

d. penyusunan laporan pemberkasan dan rekomendasi resasne laporan atau resume
monitoring pelaku usaha;

e. pelaksanaan gelar laporan.
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Pasal 69
Bagian Persidangan Majelis mempunyai tugas melaksan administrasi dan koordinasi

pelaksanaan penanganan perkara dan persidangalisMaje

Pasal 70
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dRdaai 69, Bagian Persidangan Majelis
menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan, pengembangan dan pelaksanaan progmmedeana operasional kerja dan
administrasi baik jangka pendek maupun jangka panja
b. pelaksanaan adminsitrasi dan koordinasi pelaksgper@nganan sidang perkara,
c. koordinasi administrasi dan pelaksanaan persidahiggelis;

d. koordinasi administrasi dan pelaksanaan pembaa#&asgn dalam Sidang Majelis.

Pasal 71
Bagian Kepaniteraan mempunyai tugas melaksanakandikasi administrasi dan pencatatan
pemeriksaan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan,usengn draft putusan Majelis, pengelolaan

dan dokumentasi alat bukti perkara.

Pasal 72

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dBsal 71, Bagian Kepaniteraan

menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan, pengembangan dan pelaksanaan progmmedeana operasional kerja dan
administrasi baik jangka pendek maupun jangka panja

b. koordinasi pencatatan proses pemeriksaan ke datmitaB\cara Pemeriksaan Perkara;

c. penyusunan dan pengelolaan dokumen perkara daransgrayn dokumen hasil pemeriksaan
dan alat bukti;

d. pengolahan alat-alat bukti sebagai bahan penyusinaétnputusan perkara;

e. penyusunan draft putusan Majelis.

Pasal 73
Bagian Litigasi mempunyai tugas melaksanakan tiaddlukum atas upaya keberatan para pihak

dari tingkat banding sampai tingkat kasasi.
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Pasal 74

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dd&asal 73, Bagian Litigasi

menyelenggarakan fungsi:

a.

-~ ® o o

penyusunan, pengembangan dan pelaksanaan progmanrtedeana operasional kerja dan
administrasi baik jangka pendek maupun jangka panja

pelaksanaan administrasi, koordinasi, dan penyumsdokumen upaya hukum di tingkat banding
dan atau tingkat kasasi;

penyusunan memori banding dan memori kasasi;

monitoring dan pengawasan pelaksanaan putusan;

monitoring dan pengawasan pelaksanaan upaya bagamigasasi;

evaluasi dan penyusunan laporan hasil pelaksansaalanding atau kasasi;

Pasal 75

Bagian Eksekusi mempunyai tugas melaksanakan t@mddén upaya eksekusi melalui permohonan

eksekusi ke Pengadilan Negeri.

Pasal 76

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud d#&asal 75, Bagian Eksekusi

menyelenggarakan fungsi:

a.

penyusunan, pengembangan dan pelaksanaan progmanrtedeana operasional kerja dan
administrasi baik jangka pendek maupun jangka panja
pelaksanaan administrasi dan penyusunan dokumegaupksekusi melalui permohonan

eksekusi di Pengadilan Negeri;

c. monitoring dan pengawasan pelaksanaan eksekusi;

d. penyusunan laporan dan pencatatan hasil pelaksakaakusi.

Pasal 77

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanalsan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Bagian Ketujuh
Biro Merger
Pasal 78

Biro Merger mempunyai tugas melaksanakan admisigtenerimaan laporan notifikasi, penelitian

kelengkapan dokumen rencana peleburan badan ysaiggabungan, dan pengambilalihan saham

atau dokumen setelah pelaksanaan peleburan badaa, ysenggabungan, dan pengambilalihan
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saham, serta menyusun kesimpulan laporan pendaahdan penilaian menyeluruh atas peleburan

badan usaha, penggabungan, dan pengambilalihamsah

Pasal 79

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud &alsah 78, Biro Merger menyelenggarakan

fungsi:

a. penyusunan, pengembangan dan pelaksanaan prognamndgana operasional kerja baik jangka
pendek maupun jangka panjang;

b. pelaksanaan koordinasi program, tugas dan adnasisgeluruh unit organisasi Biro Merger;

c. pelaksanaan pra-notifikasi dan pos-notifikasi pefab, penggabungan, dan pengambilalihan
saham;

d. pelaksanaan penelitian awal dokumen notifikasilpetn, penggabungan, dan pengambilalihan
saham;

e. pengujian substansi dokumen notifikasi peleburanggabungan, dan pengambilalihan saham;

f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan peleburan,gammgan, dan pengambilalihan saham;

g. penyusunan laporan dan rekomendasi hasil pelaksaradikasi, monitoring dan pengawasan
peleburan, penggabungan, dan pengambilalihan saham;

h. pelaksanaan urusan rumah tangga dan tata usaha Biro

Pasal 80
Biro Merger terdiri dari:
a. Bagian Notifikasi;
b. Bagian Penelitian Awal,
c. Bagian Pengujian Substansi;
d. Bagian Monitoring dan Evaluasi Merger;
e

Subbagian Tata Usaha.

Pasal 81
Bagian Notifikasi mempunyai tugas melaksanakan aditnasi penerimaan laporan notifikasi

peleburan, penggabungan badan usaha dan penddmhisaham.

Pasal 82
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud d&asal 81, Bagian Notifikasi

menyelenggarakan fungsi:
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. penyusunan, pengembangan dan pelaksanaan prognanredeana operasional kerja dan

administrasi baik jangka pendek maupun jangka pagnja

. pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporanrgmgtugas dan administrasi notifikasi

peleburan, penggabungan, dan pengambilalihan saham;

. penelitian kelengkapan berkas notifikasi rencanlabpean badan usaha, penggabungan, dan

pengambilalihan saham atau setelah pelaksanaahupstebadan usaha, penggabungan, dan

pengambilalihan saham dilakukan;

. penyusunan laporan dan rekomendasi notifikasi;

. pelaksanaan dokumentasi berkas notifikasi;

Pasal 83

Bagian Penelitian Awal mempunyai tugas melaksangi@melitian kelengkapan dokumen pra-

notifikasi rencana dan post-notifikasi peleburaddrmusaha, penggabungan, dan pengambilalihan

saham.

Pasal 84

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ddémal 83, Bagian Penelitian Awal

menyelenggarakan fungsi:

a.

penyusunan, pengembangan dan pelaksanaan progmanrtedeana operasional kerja dan

administrasi baik jangka pendek maupun jangka panja

pelaksanaan penilaian yang bersifat awal atas pelebbadan usaha, penggabungan, dan
pengambilalihan sahgm

penyusunan pendapat Komisi atas rencana pelebuaglanbusaha, penggabungan, dan
pengambilalihan saham,;

koordinasi rencana penanganan perkara dugaan pal@mgUndang-undang Nomor tahun 1999

atas peleburan badan usaha, penggabungan, damp®ladiaan saham.

Pasal 85

Bagian Pengujian Substansi mempunyai tugas melakaarpenilaian yang bersifat substantif atas

penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan saham.

Pasal 86

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dRdaai 85, Bagian Pengujian Substansi

menyelenggarakan fungsi:
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penyusunan, pengembangan dan pelaksanaan progmantedeana operasional kerja dan

administrasi baik jangka pendek maupun jangka panja

. pelaksanaan penilaian yang bersifat substantif @eéeburan badan usaha, penggabungan, dan

pengambilalihan saham yang meliputi Penilaian Adead Penilaian Menyeluruh;

. pelaksanaan penyusunan pendapat Komisi atas renganggabungan, peleburan badan usaha

dan pengambilalihan saham;

. pelaksanaan konsultasi atas pendapat Komisi;

. pelaksanaan koordinasi rencana penanganan perkagaam pelanggaran Undang-undang

Nomor tahun 1999 atas peleburan badan usaha, ganygan, dan pengambilalihan saham.

Pasal 87

Bagian Monitoring dan Evaluasi Merger mempunyai akigmelaksanakan monitoring dan

pengawasan pelaksanaan peleburan badan usahaapenggn, dan pengambilalihan saham, serta

evaluasi pelaksanaan peleburan badan usaha, pemggal) dan pengambilalihan saham.

Pasal 88

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud daémal 87, Bagian Monitoring dan

Evaluasi Merger menyelenggarakan fungsi:

a.

penyusunan, pengembangan dan pelaksanaan programmexdeana operasional kerja dan

administrasi baik jangka pendek maupun jangka panja

pelaksanaan monitoring dan pengawasan pelaksamdetupan badan usaha, penggabungan,
dan pengambilalihan saham;

pelaksanaan evaluasi pelaksanaan peleburan baalaa, py&nggabungan, dan pengambilalihan
saham;

penyusunan laporan dan rekomendasi hasil pengavesam®valuasi pelaksanaan peleburan

badan usaha, penggabungan, dan pengambilalihamsaha

Pasal 89

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanaisan tata usaha dan rumah tangga Biro.
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Bagian Kedelapan
Biro Kebijakan
Pasal 90

Biro Kebijakan mempunyai tugas melaksanakan kdejakan, penyusunan saran pertimbangan

kebijakan yang diduga bertentangan dengan UU Nahuii 1999.

Pasal 91

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dd&asal 90, Biro Kebijakan

menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan, pengembangan dan pelaksanaamaesera rencana operasional kerja dan
administrasi baik jangka pendek maupun jangka panja

b. pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporagram tugas dan administrasi kajian
kebijakan dan regulasi;

c. pelaksanaan kajian kebijakan yang berpotensi darigan dengan UU No. 5 Tahun 1999;

d. pengumpulan, pengolahan, analisa, dan penyusunfammamsi terkait dengan kebijakan
Pemerintah dan regulasi;

e. dokumentasi hasil kajian kebijakan dan regulasi;

f. penyusunan saran dan rekomendasi Komisi berka@agash kebijakan dan regulasi;

g. pelaksanaan urusan rumah tangga dan tata usaha Biro

Pasal 92
Biro Kebijakan, terdiri dari:
a. Bagian Harmonisasi Kebijakan dan Regulasi;
b. Bagian Analisa Kebijakan dan Regulasi;
c. Bagian Saran Kebijakan dan Regulasi;
d. Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 93

Bagian Harmonisasi Kebijakan dan Regulasi mempuhygas melaksanakan identifikasi, baik
inisiatif maupun berdasarkan laporan terhadap penatperundangan yang berpotensi bertentangan

atau diduga bertentangan dengan UU No 5 Tahun 1999.
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Pasal 94

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Balsah93 , Bagian Harmonisasi Kebijakan

dan Regulasi menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan, pengembangan dan pelaksanaamaesera rencana operasional kerja dan
administrasi baik jangka pendek maupun jangka pagnja

b. pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporagrarg tugas dan administrasi harmonisasi
kebijakan dan regulasi;

c. pelaksanaan harmonisasi kebijakan melalui kerjaggdengan berbagai instansi Pemerintah dan
lembaga negara lainnya yang memiliki kewenangargelaarkan peraturan perundangan;

d. pelaksanaan penelitian kebijakan dan regulasi ydidgga berdampak terhadap persaingan
usaha tidak sehat;

e. pengumpulan, pendokumentasian, pengolahan dan gpeémaisian data dan informasi hasil

harmonisasi kebijakan dan regulasi.

Pasal 95
Bagian Analisa Kebijakan dan Regulasi mempunyaasumelaksanakan analisa kebijakan dan

regulasi yang teridentifikasi berpotensi bertentandengan UU No 5 Tahun 1999.

Pasal 96

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud &alsah 95, Bagian Analisis Kebijakan dan

Regulasi menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan, pengembangan dan pelaksanaamaesera rencana operasional kerja dan
administrasi baik jangka pendek maupun jangka panja

b. pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporagragrg tugas dan administrasi analisis
kebijakan dan regulasi;

c. pelaksanaan analisis terhadap kebijakan dan regulas

d. penyusunan kesimpulan dan rekomendasi hasil amkésijakan dan regulasi Pemerintah;

e. pengumpulan, pendokumentasian, pengolahan dangbénaisian data dan informasi hasil dari

analisis kebijakan dan regulasi.

Pasal 97
Bagian Saran Kebijakan dan Regulasi mempunyai tugedaksanakan penyusunan dan
penyampaian saran pertimbangan kepada Pemeringlakukan proses advokasi atas saran dan
rekomendasi kebijakan dan regulasi, melakukan mong perkembangan efektivitas saran
pertimbangan KPPU kepada Pemerintah.
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Pasal 98

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ¢kdaal 97, Bagian Saran Kebijakan dan

Regulasi menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan, pengembangan dan pelaksanaamaesera rencana operasional kerja dan
administrasi baik jangka pendek maupun jangka panja

b. pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporagrgrg tugas dan administrasi proses saran
pertimbangan;

C. penyusunan pemberian saran pertimbangan kepadaiR&inénstansi terkait;

d. monitoring perkembangan saran pertimbangan KPP ,sdaara berkala melaporkan kepada
komisi tugas penyusunan saran pertimbangan tersebut

e. koordinasi dengan Pemerintah dan instansi terkaiggdn saran kebijakan KPPU,;

f. melaksanakan forum koordinasi dengan kementeriamaehki bagi pelaksanaan koordinasi
implementasi saran pertimbangan lintas instansi;

g. pengumpulan, pendokumentasian, pengolahan dan speémagisian data dan informasi hasil
kegiatan pelaksanaan saran dan pertimbangan kabigdn regulasi.

Pasal 99
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanalsan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Bagian Kesembilan
Biro Pengkajian
Pasal 100

Biro Pengkajian mempunyai tugas melaksanakan kakanomi dan industri, pengolahan data dan
informasi, dokumentasi, dan evaluasi putusan selb@jsn dukungan pelaksanaan tugas utama
KPPU dalam melakukan penegakan hukum, dan pembsaram pertimbangan terhadap kebijakan

Pemerintah dan regulasi.

Pasal 101
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud d&asal 100, Biro Pengkajian
menyelenggarakan fungsi :
a. penyelenggaraan, pengembangan dan pelaksanaamaesera rencana operasional kerja dan

administrasi baik jangka pendek maupun jangka pagnja
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b. pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporagrarg tugas dan administrasi kajian industri
dan ekonomi;

c. pelaksanaan kajian di bidang industri khususnysatenpemetaan pohon industri, pemetaan
persaingan usaha di bidang industri;

d. pelaksanaan kajian ekonomi berkaitan dengan kasirilKPPU terhadap perkembangan
ekonomi nasional;

e. pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian datanftamasi sesuai bidang terkait;

f. dokumentasi dan evaluasi putusan perkara;

g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro

Pasal 102
Biro Pengkajian, terdiri dari:
a. Bagian Ekonomi;
b. Bagian Industri;
c. Bagian Data dan Informasi;
d. Bagian Dokumentasi dan Evaluasi Putusan;
e. Sub Bagian Tata Usaha.
Pasal 103
Bagian Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan k@&@kembangan ekonomi nasional yang
dilakukan untuk mendukung pelaksanaan tugas utaRRAUKdalam melakukan penegakan hukum

dan pemberian saran pertimbangan terhadap kebiféwerintah.

Pasal 104

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dBlasal 103, Bagian Ekonomi

menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan, pengembangan dan pelaksanaamaesera rencana operasional kerja dan
administrasi baik jangka pendek maupun jangka panja

b. pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporagrgrg tugas dan administrasi kajian
ekonomi;

c. kajian pelaksanaan penegakan hukum, evaluasi pariimbangan kebijakan Pemerintah dan
regulasi;

d. pengembangan penggunaan aplikasi metode ekononuk upg¢rsaingan usaha, sehingga
kegiatan penegakan hukum dan pemberian saran brsg berkembang sesuai dengan
perkembangan ilmu ekonomi dalam bingkai ilmu hukum;

e. pelaksanaan kerjasama penggunaan ilmu ekonomi ddxgbagai perguruan tinggi;
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f. penyusunan rekomendasi implementasi aplikasi m&igdekonomi dalam proses penegakan
hukum dan pelaksanaan evaluasi kebijakan Pemerintah

g. pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian datanfarmasi tentang aplikasi metodologi
ekonomi dalam kegiatan utama KPPU.

Pasal 105
Bagian Industri mempunyai tugas melaksanakan kajidnstri yang dilakukan untuk mendukung
pelaksanaan tugas utama KPPU melakukan penegakamhian pemberian saran pertimbangan

terhadap kebijakan Pemerintah.

Pasal 106

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud d#&asal 105, Bagian Industri

menyelenggarakan fungsi :

a. koordinasi pelaksanaan program kajian industri;

b. perencanaan program, pengendalian pelaksanaanaprogerta melakukan evaluasi dan
pengembangan terhadap program kajian industri;

c. melakukan kajian industri secara rutin dari tahentahun untuk melakukan updating industri,
untuk tujuan pemetaan pohon industri : keterkataskward danforward dari sebuah industri
secara utuh;

d. melakukan pemetaan struktur persaingan dalam sebdastri dengan menyusumarket share
setiap pelaku usaha yang terlibat dalam indussetaut;

e. mengidentifikasperformance (kinerja) dari setiap industri;

f. mengidentifikasi potensi persaingan usaha tidalatsgang diidentifikasi melalui kinerja dan
struktur industri;

g. memberikan rekomendasi dan laporan dari setiapl kagan industri, antara lain berupa
rekomendasi bagi bagian penegakan hukum sertaiasidiebijakan;

h. penyusunan laporan berkala tentang perkembangastimd

i. pengumpulan, pengolahan, dan pendistribusian @atanformasi hasil kajian industri.

Pasal 107
Bagian Data dan Informasi mempunyai tugas melaksempengumpulan, pendokumentasian dan
pendistribusian seluruh hasil kajian industri dear@mi.



29

Pasal 108

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ddaat 107, Bagian Data dan Informasi

menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan, pengembangan dan pelaksanaamaetea rencana operasional kerja dan
administrasi baik jangka pendek maupun jangka panja

b. pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporagrgm tugas dan administrasi pengelolaan
data industri dan ekonomi;

c. melakukan desain basis data industri dan ekonomnudakukarupdating setiap saat tahun;

d. melakukan kerjasama dengan beberapa instansi yapag thenjadi sumber data industri dan
ekonomi seperti, Departemen Perdagangan, Biro P8saistik, Departemen Keuangan,
Menteri Perekonomian dan instansi Pemerintah lanny

e. mengidentifikasi dan pengolahan data-data sekuyaleg dihasilkan oleh pihak swasta yang
bergerak dalam penyediaan data;

f. memberikan informasi secara teratur tentang kedexae data dan informasi industri dan

ekonomi, kepada seluruh unit lain terkait di KPPU.

Pasal 109
Bagian Dokumentasi dan Evaluasi Putusan mempunyggist melaksanakan dokumentasi hasil
riset-riset atau kajian pelaksanaan penegakan hukemberian saran pertimbangan, serta riset

yang terkait dengan peran persaingan sebagaimestrekonomi Indonesia.

Pasal 110

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ddasad 109, Bagian Dokumentasi dan

Evaluasi Putusan menyelenggarakan fungsi :

a. pengembangan dan pelaksanaan rencana operasignalid&e administrasi baik jangka pendek
maupun jangka panjang;

b. koordinasi, evaluasi dan pelaporan program, tudms administrasi kajian ekonomi dan
industri;

c. pengumpulan data dan dokumentasi hasil kajian aitet ekonomi dan industri tentang indeks
persaingan, tentang keberhasilan persaingan/sdietam sebuah sektor, tentadeadweight
loss yang dihindari akibat terimplementasinya persamgtan hasil kajian atau riset lainnya
yang dibuat secara khusus untuk mendukung implersiemiai-nilai persaingan.

d. penyusunan kesimpulan dan rekomendasi dari hgghkatau riset;

e. pengumpulan, pendokumentasian, pengolahan dan ghéimglsian data dan informasi hasil

kajian atau riset ekonomi dan industri;
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f. evaluasi putusan perkara.

Pasal 111
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanalisan tata usaha dan rumah tangga Biro

Bagian Kesepuluh
Biro Pengawasan I nternal
Pasal 112

Biro Pengawasan Internal bertugas melakukan pessarkdan pemantauan internal di lingkungan
Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Pasal 113
Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimakdadPaaal 112, Biro Pengawasan Internal

menyelenggarakan fungsi sebagaimana berikut:

a. pengembangan dan penyusunan rencana dan progrgawasan internal baik jangka pendek
maupun jangka panjang;

. perumusan kebijakan pengawasan internal,

pelaksanaan teknis operasional pengawasan inteekadtariat KPPU,;

. analisis kinerja unit kerja di lingkungan SekreatKPPU,;

® o o T

. pengembangan sistem prosedur, metode, dan instrppregawasan di lingkungan Sekretariat
KPPU,;

f. pelaporan hasil pengawasan internal SekretaR&UK

g. melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Bir

Pasal 114
Biro Pengawasan Internal terdiri dari:
a. Bagian Perencanaan dan Pengawasan Internal;
b. Bagian Pemeriksaan;
c. Bagian Pemantauan;

d. Sub Bagian Tata Usaha,;
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Pasal 115
Bagian Perencanaan dan Pengawasan Internal mempugga menyiapkan dan melaksanakan
kegiatan administratif dan membuat perencanaanpatggam pemeriksaan yang akan dilakukan

Biro Pengawasan Internal

Pasal 116
Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksiadRssal 115, Bagian Perencanaan dan

Pengawasan Internal menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana kerja pengawasan baik jangkizemaupun jangka panjang;

b. pelaksanakan kegiatan dan rencana kerja Bagiamd2er@an dan Pengawasan Internal baik
jangka pendek maupun jangka panjang yang telatapkan;

C. penyusunan rencana anggaran dan analisis yanglkdinskepada Kepala Biro Pengawasan
Internal;

d. fasilitasi penilaian risikoGontrol Self Assessment) KPPU;

. penyiapan bahan-bahan serta penyusunan rencarsggamrpemeriksaan tahunan;

P ()

penyiapan bahan-bahan serta penyusunan rencanatpearatahunan;

. penyusunan format penilaian dan sasaran pemeriksaan

= (o]

. penyusunan laporan hasil pengawasan tahunan

pembuatan laporan administrasi yang berkaitan adepgeencanaan dan keuangan;

Pasal 117
Bagian Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanaais fg&meriksaan atas keuangan, manajerial

dan pelaksanaan program di lingkungan Sekretasratelal

Pasal 118
Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dikasua Padal 117, Bagian Pemeriksaan

menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanakan kegiatan dan rencana kerja baik gapgkdek maupun jangka panjang yang telah
ditetapkan;

b. pelaksanaan pemeriksaan atas pengelolaan keuamganterjadi di lingkungan Sekretariat
KPPU,

c. pelaksanaan pemeriksaan atas ketaatan yang tirjadjkungan Sekretariat KPPU;

d. pelaksanaan pemeriksaan atas kinerja yang telijidglungan Sekretariat KPPU;

e. pemberian rekomendasi atas temuan-temuan pemarjksaa
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f. penyusunan laporan hasil pemeriksaan;

Pasal 119

Bagian Pemantauan mempunyai tugas menyiapkan daksaeakan pemantauan implementasi
pengawasan dan pemantauan tindak lanjut ag&emendasi yang telah diberikan oleh Bagian
Pemeriksaan.

Pasal 120
Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimakdach dgasal 119, Bagian Pemantauan
menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja baikggaegidek maupun jangka panjang;
b. pelaksanaan pemantauan pengawasan internal yamgielmentasikan Sekretariat KPPU;
c. pelaksanaan pemantauan tindak lanjut rekomendag gidberikan oleh Bagian Pemeriksaan
yang dilakukan Sekretariat Jenderal;

d. penyusunan laporan hasil pemantauan;

Pasal 121
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanaksan tata usaha dan rumah tangga Biro
BAB 11
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 122

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas metakukegiatan sesuai dengan jabatan

fungsional masing-masing berdasarkan peraturamgang-undangan yang berlaku.

Pasal 123

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlabajan fungsional yang terbagi dalam
berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;

(2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagamalimaksud Ayat (1)
dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsionahgaenior;

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud Aogata(1) diatur berdasarkan kebutuhan
dan beban kerja;

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimanaksud pada Ayat (1) diatur berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Pasal 124
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimakslaindBasal 123, terdiri dari Kelompok
Jabatan Fungsional Investigator, Kelompok JabBtargsional Panitera, dan Kelompok Jabatan

Fungsional Auditor

Pasal 125
Jabatan Fungsional Investigator mempunyai tugasaksahakan teknis operasional penelitian,
pengkajian, penyelidikan, dan monitoring dugaarapgyaran persaingan usaha, serta melakukan

pengumpulan dan pengolahan data berkaitan dengasrtya.

Pasal 126

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud &asah 125, Kelompok Jabatan Fungsional

Investigator menyelenggarakan fungsi:

a. pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dedggaan pelanggaran terhadap Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999;

b. penyusunan daftar pertanyaan dalam rangka pelaksgeaneriksaan;

c. penilaian, analisis dan evaluasi terhadap datardarmasi yang diperoleh;

d. penyusunan laporan pelaksanaan tugas.

Pasal 127
Jabatan Fungsional Panitera mempunyai tugas mekkaa pelayanan adminsitrasi dan teknis
persidangan, membuat Berita Acara pemeriksaan, m@mbantu Majelis Komisi dalam
penyusunan putusan, serta pengelolaan alat buktagedugaan pelanggaran UU No. 5 Tahun
1999.

Pasal 128
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ¢aat 127, Jabatan Fungsional Panitera

menyelenggarakan fungsi:

a. penerimaan dan pencatatan dokumen atau alat bukti;

b. penyusunan dan penyimpanan dokumen, data dan ia$ogang terkait dengan pemeriksaan;

c. penyusunan jadwal dan surat panggilan pemeriksa@dang inzage, rapat penyusunan putusan
dan sidang pembacaan putusan;

d. penyusunan draft putusan.
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Pasal 129
Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melaksan pemeriksaan dan monitoring yang

dikoordinasikan oleh Kepala Biro Pengawasan Interna

Pasal 130
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ddaat 129, jabatan Fungsional Auditor
menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan data operasional dan kinerja setiggkana di KPPU,;
b. analisis dan review atas pengendalian internallKPP
c. penyusunan laporan pemeriksaan dan monitoring;

d. pemberian rekomendasi terkait dengan pengendaliamal dan manajemen;

BAB IV
KANTOR PERWAKILAN DAERAH
Pasal 131

(1) Kantor Perwakilan Daerah merupakan Kantor Perwak@misi yang menjalankan tugas

pokok dan fungsi administratif Sekretariat Komisdderah.

(2) Kantor Perwakilan Daerah berkedudukan di bawah lEtanggungjawab langsung kepada

Sekretaris Jenderal.

Pasal 132
Kantor Perwakilan Daerah Komisi mempunyai tugasakssnakan dukungan teknis operasional

dan administratif pelaksanaan tugas dan wewenakgtadat Komisi di daerah.

Pasal 133
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ddaal 132, Kantor Perwakilan Daerah
Komisi menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana dan program baik jangka pendefun jangka panjang;
b. pelaksanaan koordinasi program, tugas dan adnasisseluruh unit organisasi Kantor
Perwakilan Daerah Komisi;
pelaksanaan pengelolaan perencanaan dan anggaran;
d. perbantuan penanganan pelaporan dugaan pelanddadamg-undang Nomor 5 Tahun 1999

di wilayah kerjanya,;
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e. perbantuan monitoring Putusan Komisi di wilayahjdweya;

f. perbantuan monitoring atas pelaku usaha yang kmrpionelanggar Undang-undang Nomor 5
Tahun 1999 di wilayah kerjanya;

g. perbantuan kajian yang berkaitan dengan Kebijalasdihgan usaha di wilayah kerjanya,;

h. pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang merupakamgonokerja KPD di wilayah kerjanya serta
terlibat dalam pelaksanaan kegiatan sosialisagy yaerupakan program kerja kantor KPPU
pusat di wilayah kerjanya,;

i. pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran eéaggtolaan sumber daya manusia;

j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program, tuaasadiministrasi seluruh unit organisasi

Kantor Perwakilan Daerah Komisi.

Pasal 134
Kantor Perwakilan Daerah terdiri dari:
a. Subbagian Penegakan Hukum;
b. Subbagian Pencegahan;
c. Subbagian Tata Usaha;
Pasal 135

Subbagian Penegakan Hukum mempunyai tugas melakpd@acatatan dan penelaahan laporan,

klarifikasi, dan penyiapan penyusunan berkas lap@arta penyiapan kegiatan litigasi.

Pasal 136

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Balsah 135, Subbagian Penegakan Hukum
menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pencatatan dan penelaahan laporan;

b. pengumpulan dokumen dan penyiapan penyusunan Hagasn;

c. pelaksanaan klarifikasi dan administrasi kelenghkagizkumen;

Pasal 137
Subbagian Pencegahan mempunyai tugas melakukayumppaolan bahan, penelaahan, kajian
industri dan ekonomi, kebijakan dan regulasi Pemtaini Daerah, pemantauan dan klarifikasi, serta

penyiapan penyusunan laporan.
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Pasal 138

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud daémal 137, Subbagian Pencegahan
menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan dan penyiapan bahan penelaahan dam kabijakan dan regulasi Pemerintah
daerah;
b. penelaahan dan kajian kebijakan dan regulasi PetabrDaerah;
pengumpulan dokumen dan penyiapan penyusunan degasan;
d. pelaksanaan klarifikasi dan administrasi kelenghkagizkumen;

Pasal 139
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukatalstdnaan, kearsipan, urusan perjalanan
dinas, keprotokolan dan kehumasan, administrasi dae persediaan di lingkungan Kantor
Perwakilan Daerah;
Pasal 140
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dR#mal 139, Subbagian Tata Usaha
menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan, pengembangan dan pelaksanaan progmmenieana operasional kerja dan
administrasi;
b. pelaksanaan urusan administrasi pengadaan danlplaagebarang milik negara,
pelaksanaan urusan rumah tangga, keamanan, daisikebdingkungan kantor;
d. pelaksanaan urusan administrasi kegiatan kehumasamlisasi, dan urusan keprotokolan
Kantor Perwakilan Daerah;
e. pelaksanaan urusan administrasi persuratan dasipaay

f. pelaksanaan urusan administrasi perjalanan dinas;

Pasal 141
Pengembangan dan pembentukan, susunan organisasatdakerja Kantor Perwakilan Daerah

diatur dengan Keputusan Komisi tersendiri.
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BAB V
STAF AHLI KOMIS
Kedudukan, Tugas, dan Fungs
Pasal 142

Staf Ahli Komisi adalah unsur pembantu Komisi yaaigi dan berpengalaman di bidang
hukum, bidang ekonomi, dan atau bidang lainnya ydihgjuk untuk memberikan masukan
dan pertimbangan hukum, ekonomi, atau bidang |laneskait dengan tugas Komisi;

Staf Ahli Komisi berada di bawah dan bertanggungaja kepada Komisi yang secara

administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jeade

Pasal 143
Staf Ahli Komisi mempunyai tugas memberikan masullan pertimbangan atas substansi

hukum, ekonomi, dan atau bidang lainnya kepada Kiomi

Pasal 144
Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentiantatiarkerja Staf Ahli Komisi diatur

lebih lanjut dengan keputusan Komisi tersendiri.

BAB VI
KELOMPOK KERJA KOMISI
Pasal 145

Kelompok Kerja Komisi adalah tim profesional yangudjuk Komisi untuk membantu
melaksanakan tugas tertentu dan dalam waktu terteesuai dengan Pasal 34 Ayat (3)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;

Kelompok Kerja Komisi berada di bawah dan bertamggjawab langsung kepada Komisi,

yang secara administratif dikoordinasikan oleh 8egkis Jenderal.
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BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 146

(1) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai di lingkugSgéretariat komisi diatur dalam suatu
Keputusan Komisi tersendiri;
(2) Pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian dalamajafiatan di lingkungan Sekretariat

Komisi diatur dalam suatu Keputusan Komisi tersendi

BAB VIII
TATA KERJA
Pasal 147

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan wgansasi dan Kelompok-kelompok
Jabatan Fungsional, Kelompok Kerja Komisi, dan 8tdf Komisi, wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan efisietsik di lingkungan masing-masing maupun
antar unit organisasi;

(2) Pedoman tata kerja dan rincian pekerjaan selurb@itga di lingkungan Sekretariat Komisi

diatur dalam suatu Keputusan Sekretaris Jendasthbenemperoleh persetujuan Komisi.

BAB I X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 148

Pada saat mulai diberlakukannya Keputusan KomisikKiaputusan Komisi mengenai jabatan di
lingkungan Sekretariat Komisi beserta pejabat yaergrangku jabatan tersebut masih tetap berlaku
dan melaksanakan tugasnya masing-masing sampaametigeluarkannya Keputusan Komisi

tentang pengangkatan berdasarkan Keputusan Kamisi i
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BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 149

(1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusanaikan diatur lebih lanjut dalam ketentuan
tersendiri.

(2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkiengan ketentuan apabila diketahui
terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dedpkrubahan sebagaimana mestinya.

Pasal 150
Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada teaigtitetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Januari 2010
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